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TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja

dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Depok pada Tahun 2022, sebagai bahan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Depok Tahun Anggaran 2022, diperlukan adanya Pedoman
Standar Biaya Umum,;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan
standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Depok Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Depok Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Depok Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.



10.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat
PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada
Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Tenaga Kontrak Kerja, yang selanjutnya disingkat TKK
adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan ketersediaan anggaran di lingkungan
Pemerintah Kota Depok, dengan perikatan kerja perorangan
yang dilakukan oleh Wali Kota (dikelola oleh perangkat
daerah yang membidangi kepegawaian daerah).

Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat
PKTT adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai
kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan
dan ketersediaan anggaran, memiliki ikatan kerja baik
bersifat perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) maupun melalui pihak ketiga/borongan serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut
Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar
Instansi Pemerintah Kota Depok dan/atau Tenaga Kontrak
Kerja (TKK) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau
Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT).
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kota.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Standar Harga Satuan adalah Pedoman Satuan Harga yang
dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah.

Standar Biaya Umum adalah pedoman umum dan batasan
biaya maksimal dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan

anggaran Perangkat Daerah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Standar Biaya Umum dimaksudkan sebagai pedoman
Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja
maksimal kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran.
(2) Penerapan Standar Biaya Umum Dbertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau
kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang transparan.

BAB III
FUNGSI STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 3
Standar Biaya Umum digunakan dalam pelaksanaan anggaran
yang berfungsi sebagai :
a. batas tertinggi, merupakan besaran biaya yang tidak dapat
dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran;dan
b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dengan mempertimbangkan:
1. harga pasar;
2. proses pengadaan sesuai ketentuan perundang-undangan,;
3. ketersediaan alokasi anggaran;
4. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
Pasal 4
Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 5
Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada
Standar Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota

Depok, maka dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD
K.H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 38

SESUAI DENGAN ASLINYA




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : Ketentuan Standar Biaya Umum

2. LAMPIRAN 2 : Daftar Standar Biaya Umum

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS



